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BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR ¢ ta@hun ?my

TENTANG

.. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP

Menimbang

Mengingat

DESA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA
BUPATI PINRANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang
Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran
2019:;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lem
Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tgsfibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 -

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578},




Menetapkan

8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun
2007 tentang Alokasi Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pinrang;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pinrang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pinrang.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

11

20.

21.

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil darn penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan

untuk mendanai Penyelenggaran Pemerintahan, Pelaksanaan
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas koordinator PPKD.
Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yvang
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa vang menjalankan tugas
PPKD,

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yvang masuk ke rekening kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjuinya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank
sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemeritahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
bank yang ditetapkan.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh
setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara
nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah
penduduk miskin tertinggi.



22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah Desa dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

23.Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK adalah
indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai
berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar
Daerah.

24.Indeks Kesulitan Geografis, yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka
yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi
dan komunikasi.

BAB II
JUMLAH DESA

Pasal 2
Jumlah Desa yang terdapat dalam wilayah Kabupaten vaitu 69 (enam puluh
sembilan) Desa.

BAB [l
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3
Penghitungan Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan tata urutan sebagai
berikut:
a. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus:

jumlah penduduk desa

total penduduk kabupaten Pinrang
b. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus:

Bobot JP = 10% x Rasio JP
c. rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus:
jumlah penduduk miskin desa

total penduduk miskin kabupaten pinrang

d. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus:
Bobot JPM = 50% x Rasio JPM

Rasio JP =

Rasio JPM =

e. rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus:

luas wilayah desa

Rasio LW =
- total luas wilayah Kab. Pinrang

f. bobot luas wilayah desa (Bobot LW), dengan rumus:
Bobot LW = 15% x Rasio LW

g. rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

. IKG
asL =
R o IKG total IKG Desa Kab.Pinrang

h. bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:
Bobot IKG = 25% x Rasio IKG

i. total bobot, dengan rumus:
Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG

j. bagian alokasi formula pada kolom (21), dengan rumus:
Alokasi Formula = Total Bobot x Pagu Bagian Formula

k. menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (22), dengan rumus:
Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + Alokasi Formula



BAB IV
PENETAPAN RICIAN DANA DESA

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2019, dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a.
b.
C.

Alokasi Dasar;
Alokasi Afirmasi; dan
Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 6
Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal yvang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung

dengan rumus sebagai berikut :

AA Desa = (0,03 * DD) / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggi
Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 {satu) kali Alokasi Afirmasi per
Desa.
Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi
Afirmasi per Desa.
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk
Miskin Tinggi vaitu Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 7
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibagi
berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah
desa, dan tingkat kesulitan geografis dihitung dengan bobot sebagai
berikut:
a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
AF Desa= {(0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF Kab

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap

total penduduk miskin Desa kabupaten



Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas

wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF Kab = alokasi formula setiap kabupaten
Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

)

BAB V
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURANA DANA DESA

Pasal 9
Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari
RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD
ke RKD.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga
bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
b. Tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
¢. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa
diterima di RKUD.

Pasal 10
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Tahap | berupa:

1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah telah
menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan; dan

2. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa.

b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan

2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capain output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya.

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II;

2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II; dan

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten tahun
anggaran sebelumnya.

Format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Bupati ini.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
1, berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran
berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melalui
Koordinator KPA Penyaluran Dana Desa.



(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 2, huruf b dan huruf ¢ disampaikan oleh Bupati kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

(5) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap Il
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ angka 1 menunjukkan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang
diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.

(6) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
angka 2, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75%
(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 11

(1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan
dokumen elektronik {softcopy).

(2) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah
melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(3} Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢, sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa
Dana Desa di RKUN.

(4) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

(1} Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.
d. Penyaluran tahap I, II dan III dimaksud diatas didukung dengan Surat
Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Fakta Integritas.

(3) Format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c
dihitung berdasarkan rata-rata capaian output dari seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan table referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara
pengadaan dan capaian output.



(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel
referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
Kementerian Negara/lembaga terkait.

Pasal 13
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang
menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, Bupati mengatur lebih lanjut
ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa khusus
untuk Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan dengan Peraturan
Bupati.
Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja
pemerintah Desa.
Penggunaan Dana Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total
Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa.
Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu
pada pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 yang
ditetapkan oleh Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang
dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal
dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan
masyarakat setempat.

Pasal 16
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa tahun
2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), setelah mendapat
persetujuan Bupati.
Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada
saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.



(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Pasal 17
Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.
Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

BAB VII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA

ok Pasal 18
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana .
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun
anggaran sebelumnya;
b. Laporan konvergensi pencengahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan
c. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai
dengan tahap Il
Laporan realisasi dan capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan
paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ disampaikan
paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan.
Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4],
Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi
penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan
berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 19

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan

konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dengan tembusan kepada

Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Desa.

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan

dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten tahun
anggaran sebelumnya; dan

c. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat

minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.



(4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ disampaikan paling lambat
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat meminta Bupati untuk
melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk
selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. Sisa Dana Desa di RKD; dan
b. Capaian output Dana Desa.

Pasal 21

(1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditemukan sisa Dana Desa
di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di
RKD tersebut; dan

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan
pemeriksaan.

(2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada
tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas
fungsional daerah atas permintaan Bupati.

Pasal 22

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
dan/atau

c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat
pengawasan fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun
anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan tahap Il sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap Il tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih
dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi
sisa Dana Desa di RKUD. .
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Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana
Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan
oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau
telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 23
Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, dalam hal:
a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau
sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat
pengawas fungsional daerah.
Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c
tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling
lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Desa untuk
dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran
berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari
tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai
pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap Il dari RKUN ke RKUD
tahun anggaran berjalan.
Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebelum minggu
kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan
permintaan penyaluran kembali Dana Desa Tahap Il yang diperhitungkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun
anggaran berjalan.
Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menyalurkan
kembali Dana Desa tahap Il yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap Il yang
diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat
disalurkan kembali dan menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.



Pasal 24

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah
dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa
di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu
kedua bulan Juni tahun berjalan.

(2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana
Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

I

- BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR
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48 [Lembang Pakeng 672421 [Tertinggal T FE3 0,0167 | 00017 § 309 00220 | 90,0110 | 56,07666] 0,0416 | 00002 | 4299513 0,0072 | 00043 | 0023216851 | 421758539 1.094.180.000
49 __.E_wpu« Lembang Mesakod 672.421 |Tertinggal 10 211269 | 4419 0,022 | 00023 | 1534 | 01092 | 00846 | 1521009 00135 | 00020 | 67,15252| 0,0269 | 0,0067 | 0065654134 | 1192676,3 | 2O07T6.I87.000
u_,.____..uurnun Sal Sali 672421 [Tertinggal ol aiioss| 1maz | ooo0s |oooin| Tes | 00546 | 00273 | 7149538 00530 | 00080 | 5144285 00206 | 00051 | 0,041330662 |TSOB15,003(  1.634.525.000
51 _..Em_.En Sabbang Paru 672.421 [Tertinggal T g0 | 00168 | 00017 | 268 | 00191 | 00005 | 1527033 00113 | 00017 | 46,08653) 00164 | 00046 | 0017530041 | 31845165 FHOLETI.000
52 |Lembang Baloara 672.421 |Berkembang & 1265 | 00066 [00007 | 201 | 00143 | 00072 | 19.36435| 00144 | 00022 | 45,27033] 0,0181 | 00045 | 0,014496125 | MIIIT,I60 935, 759,000
53 |Lembang Pangaparsag 672,421 |Berkembang & 2124 | 00110 [o0011]| 172 | 00122 | 00061 | 1335167 00099 | 00015 [ 41,43827| 00166 | 0,004 | 0012855205 |233528,333 S5, 950,000
54 |Cempa Monghi 672,421 |Berkenbang 4 2623 | 00136 [00014] T4 0,0053 | 0,0026 | 14,16418] 00105 | 00016 | 36,96293| 00148 | 0,0037 | 0009268033 | 16BITY, 906 840,801,000




Riciknsl Formula 7
No.| Kesmaten | NemaDess [AlokastDasar| 'Hasiiasi |Cosk Bloksel | mate st | Raie T R e Yo obet | Mokt g w2y
Pandudgy | Jomiah | Babot _..I_!_.."..ll Panduduk| PP | s | vitagen | Bobot | Kesuliss nﬂ Bobot
Pandudbai Miskia Gaagrulls

il Ei o ] & H il o I )] [CE7 I ] i ] Ll i) TiE] ~pmapre e = 4] = 1 v ]|
55 |Cempa Matunm Toone 672421 |Berkembang 4 | aoso | oo2i jopoz] T 0,0055 | 00027 | 19,5061 00145 | 0,0022 | 3465990 00129 | 00035 | 001049256 | 190608353 B3, 30 000
56 |Cempa Sikkuale £72.421 |Berkembang 3 - @es1 | omar | 00014 47 0,0033 | 00017 | 17,90062( 0,0133 | 0,0020 | 3366397 | 00135 | 00034 | 004682 | 152607,259 B25.0:29.000
57 |Cempa Tadangpali= 673,421 |Bercembang 5 =1 gvan | 00193 100019 1268 00001 | 00086 | 2662866 00198 | 00080 | 27 77222] 00010 | 00028 | 0002330879 | 222186,791 BS4.608.000
58 |Cempa Rallpals &72.421 |Beslkembang 4 | g2z00 | o004 |oo0il| 69 0,0049 | 00025 | 23,9577 0,0178 | 00027 | 52,10203] 00208 | 00052 | 0011473823 | 208434,072 BHO.AG5.000
59 |Compa Tanrs Tuo GT2421 |Berkembang 2 -| mss | opooy |ooo0un| 22 0,0016 | 00008 | 8970647 00067 | 00010 [ 4486379 00179 | 00045 | 0007235051 | 131432313 B03.854.000
60 |Lantisang Sammulue 572421 |Berkemisang a -l 2133 | opun |oooun | a3 00040 | 00015 | 9.442786] 00070 | 00011 | 32,26204] 00120 | 00032 | 0006874045 | 124874,271 THT. 296000
61 |Lanrisang M loagi-boagi 672,421 |Borkeinlbng % = 2529 00,0152 | 00015 a9 00063 | 00032 | 12 46448 00002 | 000014 2840815 00114 | O,06020 0,008923744 | 162100, 204 B4 531000
&2 |Lamrisang Armusssangeng 672,421 |Berkembang 1 -| =m0z | o010 | 00015 17 0,0012 | o,0006 | 12.20911] 00001 | 0,0014 | 38,06713] 00152 | 00038 | 0,007IBI6II | 132306500  BOA.TIE0M0
63 |Lanrisang Bamng Palie 672421 |Berkembeng 2 -] #see | 00131 | 00013 a2 00023 | 00018 | 9798518 000 | 00011 | 3355878 00034 | 00034 | 0006800293 | 125223,920 TOT.645.000
&4 |Lanrisang Whetuoe 672,421 [Tertinggal 5 1 mos | oooes lopoio| 131 | 00003 | 00097 | 2413306 00179 | 00027 | 33,68087| 0,0135 | 0,0034 | 0011705654 | 213645,526 BAS.067.000
65 |Lanrissng Lerang 672.421 |Berkembang 4 = 884 | 00149 | 0,0015| A2 0,0058 | 00029 | 571963 00042 | 00006 | 32,36986) 0,0130 | 00032 | O008287% | 150558,925 B2 980.000
&6 |Batu Lappa Baiu Lappa 672,421 [Tertinggal 4 - 2057 | 00107 | 00001 101 0,0072 | 0,0036 | 26,07558) 00193 | 00029 | 47, 73337) 00191 | 0,0048 | 0012337892 | 224130,796 B, 55000
67 |Batn Lappa  |Tapporung 672,421 {Berkembang 2 -| 1mar | oowo0 [oo0a0 | 21 0,0015 | 0,0007 | 15,02752] 00111 | 00017 | 28,62341) 0,0155 | 0,0039 | 0007281365 | 192273,67 B0, 695000
£8 [Bato Lappn | Kasemlm 672421 [Tertinggnl al ziiase| 2me | oone |ooporz| 485 | 0.0048 | 00173 | 27775280 00206 | 00031 | 45423330 0,0182 | 0,0045 | 0026079053 | 4TITEIAS4| 1357969000
69 |Batu Lappa Watnmg Hnasn 672421 |Tertinggal & - 1455 0,0070 | 00007 159 00113 | 00087 | 1350761 00101 | 00015 | 3796475 00152 | O,0038 | 0011675577 | 212106,41 BEA. 528000

2.988.044 | 193,081 0,1000 | 14.042 | 1,0000 1348 L0000 | O,1800 | 349943 0,3500 1 18.186.083 | S7.521.173.000

Pinrang.

4o

m.na_u_un Utama Muda
Eﬂ Eumpn._nu 198603 1 022

Pangkat : Pembing Utama Muda
Nip : 19621031 Y9103 1 004

Kabid Bina Pemerintahan Desa

J

Pangkat :Pembina
Nip :19641102 195403 1 004
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